
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR   36   TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, besaran 

tunjangan perumahan harus memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat 

yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. bahwa untuk menentukan besaran tunjangan perumahan 

bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen telah dilakukan penaksiran 

harga oleh lembaga penilai publik Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Superintending Company of Indonesia 

(SUCOFINDO) Cabang Semarang dengan Nomor Laporan 

206.1/SMG-IV/COM.1/2017 serta dengan memperhatikan 

surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor:170/1821A, tanggal 29 Agustus 2017 Hal: 

Tunjangan Perumahan dan unsur pajak yang berlaku bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan 

lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur 

dalam Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan 

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen; 

  SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 1); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 144); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen. 

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan 

sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Kabupaten Kebumen 

belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

 

Pasal 2 

 

Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dikenakan pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

 

Pasal 4 

 

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

adalah sebagai berikut: 

a. Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD sebesar Rp.716.950.000,00 

(enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per 

orang; 

b. Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.13.850.000,00 

(tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang; 

dan 

c. Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.9.150.000,00 

(sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang. 
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(2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017. 

 

Pasal 5 

 

Dalam hal Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah negara dan 

perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD, maka 

pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan DPRD dan/atau 

Anggota DPRD menempati rumah negara dimaksud. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 

6 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah 

Kabupaten kebumen Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 31 Agustus 2017 
 

                                                       BUPATI KEBUMEN, 

                                              
                                                                                      ttd. 
 

                                         MOHAMMAD YAHYA FUAD                                       
Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 31 Agustus 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN KEBUMEN 
 INSPEKTUR, 

               
               ttd. 
 

      MAHMUD FAUZI 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 36 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
KASUBBAG BANTUAN HUKUM 

 

 
IRA PUSPITASARI, S.H. 

Penata 
NIP. 19800417 200604 2 015 
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